BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kekuatan eksekutorial dalam perkara hak asuh anak termasuk dalam eksekusi
yang tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable), karena objek eksekusinya
bukanlah sebuah benda namun yang dieksekusi adalah seorang anak yang harus
diprioritaskan rasa aman dan kenyamanannya. Sehingga meskipun Penggugat
memenangkan kasus ini, jika anak merasa lebih nyaman tinggal bersama
Tergugat, maka hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan pelaksanaan
eksekusi terhadap putusan pengadilan.

2. Penegakan hukum terhadap hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan
pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa upaya, diantaranya Yyaitu
peningkatan kesadaran hukum terhadap orang tua tentang pentingnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan dan konsekuensi pelanggaran putusan,
mengedepankan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa untuk mencapai
kesepakatan bersama agar mengurangi konflik, Peningkatan kapasitas pengadilan
dengan memberikan pelatihan dan sumber daya lebih bagi hakim dan petugas
dalam menangani kasus hak asuh anak secara lebih efektif dan Undang- Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa
putusan pengadilan harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum dan

keadilan, yang mencakup perlindungan hak asuh anak.
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B. Saran

1. Kepada warga masyarakat umumnya dan kepada penggugat dan tergugat agar
fokuslah pada kepentingan terbaik anak, utamakanlah kepentingan anak dalam
setiap langkah dan keputusan yang diambil, keputusan hak asuh harus
berdasarkan apa yang terbaik bagi perkembangan fisik, emosional dan psikologis
anak, bukan untuk kepentingan pribadi orang tua.

2. Kepada Hakim, buatlah kebijakan dalam memberikan kepastian hukum mengenai
status anak dari pasangan yang telah bercerai, dengan mempertimbangkan
psikologis anak kemudian penentuan hak asuh anak jangan diperebutkan, namun
bicarakan secara baik-baik oleh kedua orang tua bahwa ditangan siapakah

pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik.
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